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Agats-Ewer

Meningkatlan
Keterkaitan
Antarwilayah

- mengembangkan pelabuhan Sungai Atsewesy yang dilengkapi dengan depo

bahan bakar minyak [BBM) untuk mendukung kelancaran akses jaringan
transportasi kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masyarakat Adat

- mengembangkan alur pelayaran sungal Agats-Ewer untuk meningkatkan

keterkaitan antarwilayah

. mengembangkan alur pelayaran Sungai Atsewesy vang terpadu dengan Lintas

Penyeberangan Sabuk Selatan

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur

pelayaran sungai

. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan vang berdampak pada

keberadaan alur pelayaran sungai

. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur

pelayaran sungai
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untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masyarakat Adat

mengembangkan alur pelayaran sungai Tanah Merah-Bade-Kepi untuk
meningkatkan keterkaitan antara PKW Bade dan PKSN Tanah Merah
mengembangkan alur pelayaran Sungai Digul yang terpadu dengan Jaringan
Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan
menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
membatasi pemanfaatan perairan vang berdampak pada keberadaan alur
pelayaran sungai

melarang kegiatan di ruang ndara bebas di atas perairan vang berdampak pada
keberadaan alur pelayaran sungai

melarang kegiatan di bawah perairan vang berdampak pada keberadaan alur
pelayaran sungai

1.3.

Tanah Merah -Merauke

Meningkatkan
Keterkaitan
Antarwilayah

mengembangkan pelabuhan Sungai Digul yang dilengkapi dengan depo BBEM
untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisoclasi termasuk PPKT dan Kampung
Masyarakat Adat

mengembangkan alur pelayaran sungai Tanah Merah-Merauke untuk
meningkatkan keterkaitan antara PKW Merauke dan PKSN Tanah Merah
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Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua dan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
pelayaran sungai

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur pelayaran sungai

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
pelayaran sungai

JARINGAN TRANSPORTASI DANAU

1.

Danau Sentani Meningkatkan
Keterkaitan
Antarwilayah
Sckitarnya

mengembangkan alur pelayaran Danau  Sentani untuk meningkatkan
keterkaitan antarwilayah

. mengembangkan jaringan transportasi danau, yvang terpadu dengan Jaringan

Jalan Lintas Utara Pulau Papua
menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur

pelayaran danau

. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada

keberadaan alur pelavaran danau
melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
pelayaran danau
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.1,

Timika-Dobo

Meningkatkan
Keterkaitan
Antarpulau dan
Wilayah

.

mengembangkan pelabuhan penyeberangan vang dilengkapi dengan depo BEM
untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masyarakat Adat di Kabupaten Mimika

mengembangkan lintas penyeberangan Timika-Dobo untuk meningkatkan
keterkaitan PKN Timika sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Timika
(Tembagapura) dan Sekitarnya

mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

melarang kegiatan di bawah perairan vang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan  kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan
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memanfaatkan di dalam D Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

IIL.2. | Merauke-Dobo Meningkatkan . mengembangkan p-:iahuhan penyeberangan vang dilengkapi dengan depo BEM
Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Antarpulau dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung

Wilayah Masyarakat Adat

. mengembangkan lintas penyeberangan Merauke-Dobo yang membentuk Lintas

Penyeberangan Sabuk Selatan untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah

. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan vang terpadu dengan

Jaringan Lintas Perbatasan Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas
Pulau Papua

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan

. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada

keberadaan alur penyeberangan

. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan
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memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

I11.3. | Fakfak-Wahai Meningkatkan . mengembangkan pelabuhan penyeberangan yvang dilengkapi dengan depo BBM
Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi  Kawasan
""‘“ta-"[’ula“ dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan ferisolasi termasuk PPKT, dan Kampung

Wilaysh Masyarakat Adat

. mengembangkan lintas penyeberangan Fakifak-Wahai untuk meningkatkan

keterkaitan antarwilayvah

. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan

Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan
melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyveberangan
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penyeberangan
memanfaatkan ruang di dalam dan di sckitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan  kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabubhan

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.4,

Fakfak-Ambon yang
membentuk Lintas
Penyeberangan Sabuk
Tengah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM
untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi  Kawasan
Perhatasan, kawasan tertinggal dan terizolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masyarakat Adat

mengembangkan lintas penyeberangan Fakfak-Ambon vang membentuk Lintas
Penyeberangan Sabuk Tengah untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayvah
mengembangkan jaringan transportasi penveberangan yang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua

meneraphkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
membatas] pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

melarang kegiatan di bawah perairan vang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan
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memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan
pelabuban

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuban dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Waigama-Wahai

Meningkatkan | a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BEM untuk

Keterkaitan mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan
Antarpulau dan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat

Wilayah mengembangkan lintas penyeberangan Waigama-Wahai untuk meningkatkan

T

Fom ™

keterkaitan antarwilayah

mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan
transportasi lainnya

menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

melarang iatan di ruang udara bebas di atas perairan yvang berdampak pada
keberadean alur penveberangan

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
m:mblin]:rrlhaﬁl-:an kebutuhan mang untuk operasional dan pengembangan kawasan
pela An
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memanfaatkan g di dalam Daerah Linﬁu Kerja l.al:ruha.n dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketenfuan
peraturan perundang-undangan

6.

Sorong-Patani Meningkatkan | a, mengembangkan pelabuhan penveberangan yang dilengkapi dengan depo BBM untuk
Keterkaitan mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan Perbatasan, kawasan

Antarpulau dan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat
Wilayah b. mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Patani yang membentuk Lintas

moea
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Penyeberangan Sabuk Utara untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah
mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan Jaringan
Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua
menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan  alur
penyeberangan

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadsan alur
penyeberangan

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
m:mhpe}zl;llztil-rﬂn kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan
pelabu

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kega Pelabuhan dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
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mengembangkan pelabuhan penyeberangan yvang dilengkapi dengan depo BEM
untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi  Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masyarakat Adat

mengembangkan lintas penycberangan Sorong-Manokwari-Numfor-Biak yang
membentuk Lintas Penveberangan Sabuk Utara untuk meningkatkan
keterkaitan antarwilayah

mengembangkan jaringan transportasi penycberangan yang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan .Jalur Kereta Api Lintas
Pulau Papua

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

melarang kegiatan di ruang udara behas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuban penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

memanfaatkan mang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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IV.1, | Nabire-Wasior-Manokwari Meningkatkan | a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM
Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Antarpulau dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung

Wilayah Masvarakat Adat

b. mengembangkan lintas penyeberangan Nabire-Wasior-Manokwari  untuk
meningkatkan keterkaitan antarwilayah

c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas
Pulau Papua

d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan vang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sckitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatiken kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan
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i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sorong-Waisai

Meningkatkan
Keterkaitan
Antarpulau dan
Wilayah

- mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM
untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masvarakat Adat
mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Waisai untuk meningkatkan
keterkaitan antarwilayah
mengembangkan jaringan transportasi penycberangan vang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas
Pulau Papua

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyveberangan

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

melarang kegiatan di bawah perairan vang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan
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. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan  kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
IV.3. | Biak-Serui-Waren-Sarmi- Meningkatkan . mengembangkan p::]abuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BEM
Jayapura Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Ka.wasan
Antarpulau dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung

Wilayah Masvarakat Adat

. mengembangkan lintas penyeberangan Biak-Serui-Waren-Sarmi-Jayapura yang

membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Utara untuk meningkatkan
keterkaitan antarwilayah

. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yvang terpadu dengan

Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas
Pulau Papua

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan




FRESIDEM
REPUBLIK INDOMESIA

1.B.3-14

No. | JARINGAN TRANSPORTASI e e

f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

g. melarang kegiatan di bawah perairan yvang berdampak pada keberadaan alur
penyveberangan

h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sckitar pelabuhan penyveberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

i, memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan zin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

IV.4. | Biak-Saubeba (Pulau Yapen ) | Meningkatkan | a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM

Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Antarpulau dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung |
Wilayah Masyarakat Adat '

b. mengembangkan lintas penveberangan Biak-Saubeba (Pulau Yapen) untuk
meningkatkan keterkaitan antarwilayvah

c. mengembangkan jaringan transportasi penveberangan vang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua
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e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

IV.5. | Waren-Nabire Meningkatkan | a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM
Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Antarpulau dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung

Wilayah Masyarakat Adat

b. mengembangkan lintas penyeberangan Waren-Nabire untuk meningkatkan
keterkaitan antarwilayah
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¢, mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yvang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas
Pulau Papua

d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan vang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyveberangan

h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

o by i i .
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IV.6. | Merauke-Kimaam-Bade-Atsy- | Meningkatkan | a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM

Agalts Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan

Antarpulau dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Wilayah Masyarakat Adat
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e,

b, mengembangkan lintas penyeberangan Merauke-Kimaam-Bade-Atsy-Agats vang
membentuk Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan untuk meningkatkan
keterkaitan antarwilayah

. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api
Lintas Pulau Papua

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

. melarang kegiatan di bawah perairan vang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan
memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




Meningkatk
Keterkaitan
Antarpulan dan
Wilayah

e 1Tl

PRESIDEN
REPUBLIK MNDOMESIA

i

...... e T el i e el paa R e e Y
mengembangkan pelabuhan penyeberangan yvang dilengkapi dengan depo BBEM
untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masyarakat Adat

. mengembangkan lintas penyeberangan Pomako-Agats untuk meningkatkan

keterkaitan antarwilayah

. mengembangkan jaringan (ransportasi penyeberangan yang terpadu dengan

Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua

. menerapkan ketentuan mengenai kesclamatan dan keamanan pelayaran
. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan
melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan

. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus

memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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Sumng-Wahau Memngkatkan a. mcngemhangkan pclahuhan pen;,reherangan yang dﬂcugl::ap: dengan depo EBM
Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan ftransportasi Kawasan
Antarpulau dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasull PPKT, dan Kampung
Wilayah Masyarakat Adat

b. mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Wahai untuk meningkatkan
keterkaitan antarwilayah

c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas
Pulau Papua
d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan
f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyveberangan

g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang uniuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

1. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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IV.9. | Sorong-Fakfak Meningkatkan | a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BEM
Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Antarpulau dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung

Wilayah Masyarakat Adat

b. mengembangkan lintas penyveberangan Sorong-Fakfak untuk meningkatkan
keterkaitan antarwilavah

c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua, Jaringan Lintas Tengah Pulau Papua
dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Pulau Papua

d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

¢. membatasi pemanfaatan perairan vang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan vang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

g. melarang kegiatan di bawah perairan vang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan
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Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

W Lintas Penyeberangan untuk Membuka Keterisolasian Wilayah

V.1. | Sorong-Pulau Fani Meningkatkan | a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BEM
Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Antarpulan dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung

Wilayah Masyarakat Adat

b. mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Pulau Fani untuk meningkatkan
keterkaitan antarpulau dan antarwilayah

¢. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yvang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas
Pulau Papua

d. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

g. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan
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memanfaatkan ruang di dalam dan di sckitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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V.2

Sorong-Jefman

Meningkatkan
Keterkaitan
Antarpulau dan
Wilavah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BEM
untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masyarakat Adat

mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Jefman untuk meningkatkan
keterkaitan antarpulau dan antarwilayah

mengembangkan jaringan transportasi penycberangan yang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas
Pulau Papua

menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan
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keberadaan alur penyeberangan
melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

memanfaatkan maang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

VA,

Sorong-Teminabuan-Seget

Meningkatkan
Keterkaitan
Antarpulau dan
Wilayah

mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM
untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masyarakat Adat

mengembangkan lintas penyeberangan Sorong-Teminabuan-Seget untuk
meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah

mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas
Pulau Papua
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. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayvaran

e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

f. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penveberangan

g melarang kegiatan di bawah perairan yvang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

h. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

V.4. | Sarmi-Pulau Liki Meningkatkan | a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM
Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Antarpulau dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung

Wilayah Masyarakat Adat

b. mengembangkan lintas penyeberangan Sarmi-Pulau Liki untuk meningkatkan
keterkaitan antarpulau dan antarwilayah
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Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua dan Jaringan Jalur Kereta Api lintas
Pulau Papua

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penyveberangan
melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada

‘ keberadaan alur penyeberangan
. melarang kegiatan di bawah perairan yvang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan

h, memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus

memperhatikan kebutuhan raang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

i. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan

Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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Biak-Sorendiweri-Pulau
Bepondi

Meningkatkan
Keterkaitan
Antarpulau dan
Wilayah

. mengembangkan pelabuhan penyeberangan vang dilengkapi dengan depo BBM

untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masvarakat Adat
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meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah

mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan vang terpadu dengan
Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua

menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyeberangan

melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penycherangan

. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus

memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan

memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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. mengembangkan pelabuh gan depo BBM |

untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung
Masyarakat Adat

. mengembangkan lintas penyeberangan Biak-Sorendiweri-Pulau Bras untuk

meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah

. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan

Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Papua

. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran
. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penveberangan

. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada

keberadaan alur penyeberangan

. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan

memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan
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| i. memanfaatkan ruang di dalam Dacrah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Dacrah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

V.7. | Agats-Ewer Meningkatkan | a. mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo BBM
Keterkaitan untuk mendukung kelancaran akses jaringan transportasi Kawasan
Antarpulau dan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung

Wilayah Masyarakat Adat

b. mengembangkan lintas penyveberangan Agats-Ewer untuk meningkatkan

keterkaitan antarpulau dan antarwilayah

menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran

membatasi pemanfaatan peraitan vang berdampak pada keberadaan alur

penyeberangan

e. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada
keberadaan alur penyeberangan

f. melarang kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur
penyveberangan
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¢. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus
memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan
kawasan pelabuhan
h. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H, SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesual dengan aslinya
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